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LAMPIRAN - LAMPIRAN 
 

 
Lampiran 1 

DAFTAR PERTANYAAN INFORMAN KUNCI 

1. Apa saja peraturan dan perundang-undangan yang menjadi landasan 
hukum dalam pelaksanaan pengawasan Ombudsman? (UU 37/2008, UU 
25/2009) 

 
2. Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tersebut, apa sebenarnya 

tupoksi, sasaran dan tujuan Ombudsman? 
 
3. Bisa disebutkan struktur organisasi Ombudsman? bidang yang menangani 

penyelesaian laporan dan RCO? 
 

4. Selama Pandemi COVID-19, apakah ada peraturan dan perundang-
undangan lainnya yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan 
pengawasan? 

 

5. Apakah ada peraturan khusus terkait RCO? (PO 26/2017, PO 48/2020) 
 

6. Pagu anggaran per tahun tren nya bertambah setiap tahun kecuali pada 
pandemi 2020? Apakah jumlah tersebut sudah mencukupi? 

 

7. Dialokasikan untuk apa saja? 
 

8. Berapa anggaran untuk meyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat? 
Mengapa jumlahnya terlalu kecil? Apakah ada standar khusus terkait hal 
tersebut? 

 

9. Selama pandemi COVID-19 anggaran Ombudsman tahun 2020 terlihat 
mengalami penurunan yang cukup signifikan, bagaimana dampaknya 
terhadap pelaksanaan pengawasan? 

 

10. Berapa jumlah tenaga kerja Ombudsman RI? Apakah jumlah tersebut 
sudah cukup memenuhi fungsi pengawasan? Apakah ada standar khusus 
dalam perekrutan karyawan Ombudsman? 

 

11. Berapa jumlah kantor perwakilan Ombudsman di tingkat provinsi? 
Apakah ada kantor perwakilan di tingkat kabupaten/kota? Jika tidak ada 
apa alasannya? 
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12. Apakah dalam pelaksanaan RCO membutuhkan tools tertentu? Apa saja? 
 

13. Apa saja sumber daya yang dikerahkan dalam pelaksanaan RCO? Berapa 
jumlah personel yang dibutuhkan? 

 

14. Apakah Ombudsman melakukan monitoring berkala dalam pelaksanaan 
pengawasan dari awal hingga terbitnya rekomendasi? 

 

15. Bagaimana bentuk monitoring yang dilakukan Ombudsman? 
 

16. Apakah monitoring yang dilakukan selama ini sudah berjalan efektif? Apa 
kendalanya? 

 

17. Apakah Ombudsman melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi 
pengawasan secara menyeluruh maupun pengawasan selama pandemi? 

 

18. Apa saja hasil evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut? 
 

19. Apakah monitoring dan evaluasi cukup efektif meningkatkan standar 
kinerja pengawasan selama ini? Apa kendalanya? Apakah ada perbaikan? 

 

20. Bagaimana Ombudsman menentukan derajat variasi (keragaman) antara 
kinerja faktual dengan standar? (batas toleransi terjadinya penyimpangan 
di internal) 

 

21. Bagaimana Ombudsman menentukan tingkat penyimpangan dalam 
penyelenggaraan bantuan sosial? 

 

22. Apakah Ombudsman menemukan adanya penyimpangan dalam 
penyelenggaraan bantuan sosial dari kementerian sosial? 

 

23. Apa saja bentuk-bentuk penyimpangan tersebut? 
 

24. Selama pandemi COVID-19, berapa banyak laporan pengaduan dari 
masyarakat terkait penyelenggaraan bantuan sosial tahun 2020-2021? 
Siapa saja pihak pelapor dan pihak terlapor? 
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25. Perihal apa sajakah yang diadukan oleh masyarakat terkait 
penyelenggaraan bantuan sosial 2020-2021 di kementerian sosial? 

 

26. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengawasan Ombudsman di masa 
pandemi? 

 

27. Apakah seluruh pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan bantuan 
sosial ditindaklanjuti? Berapa banyak yang ditindaklanjuti, mengapa? 
Berapa banyak yang tidak ditindaklanjuti, mengapa? 

 

28. Bagaimana prosedur penyelidikan atau tindaklanjut pengaduan yang 
dilakukan Ombudsman? 

a. Apabila terdapat proses koordinasi, dengan pihak mana dan 
bagaimana hasilnya? 

b. Apabila terdapat proses klarifikasi, dengan pihak mana dan 
bagaimana hasilnya? 

c. Apabila terdapat proses investigasi, terhadap pihak mana dan 
bagaimana hasilnya? 

d. Apabila dilakukan proses mediasi, antara pihak mana saja dan 
bagaimana hasilnya? 

e. Apabila dilakukan mekanisme RCO bagimana prosedurnya? 
 

29. Bagaimana perumusan hasil penyelidikan pengaduan terkait 
penyelenggaraan bantuan sosial oleh Ombudsman? 

 

30. Apa saja rekomendasi yang dirumuskan oleh Ombudsman RI terkait 
penyelenggaraan bantuan sosial 2020? 

 

31. Diberikan kepada siapa saja hasil rekomendasi tersebut? 
 

32. Bagaimana tanggapan dari pihak penerima rekomendasi tersebut? 
 

33. Apakah produk akhir mengenai pengaduan penyelenggaraan bantuan 
sosial tahun 2020 terbit dengan tepat waktu? 

 

34. Bagaimana penyebarluasan informasi mengenai pengaduan, penyelidikan, 
dan penerbitan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Ombudsman? 

 

35. Apa saja mekanisme yang digunakan Ombudsman dalam meyelesaikan 
laporan penyelenggaraan bantuan sosial tahun 2020? 
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36. Jelaskan secara detail tentang Respon Cepat Ombudsman? a. landasan 
hukum, b. prosedur, c. anggaran, d. struktur, e. personil, f. wewenang, g. 
ruang lingkup, h. tujuan, i. hasil. 

 

37. RCO sebagai sebuah program mekanisme penyelesaian laporan apakah 
memiliki struktur tersendiri? Jelaskan 

 

38. Apakah RCO melibatkan personil dari luar lembaga? Misal TNI/Polri, 
Dinas terkait, dll 

 

39. Apakah rekomendasi dilaksanakan oleh terlapor? Jika tidak apa alasan 
yang disampaikan oleh terlapor? 

 

40. Apakah ada perbaikan dalam penyelenggaraan bantuan sosial? 
 

41. Apa saja bentuk-bentuk perbaikan tersebut? 
 

42. Apakah ada revisi standar, misal isi paket lebih baik dari sebelumnya? 
 

43. Apa yang menjadi faktor pendukung Ombudsman dalam pelaksanaan 
fungsi pengawasan dalam program RCO di tengah krisis pandemi 
COVID-19? 

 

44. Apa yang menjadi faktor penghambat Ombudsman dalam pelaksanaan 
fungsi pengawasan dalam program RCO di tengah krisis pandemi 
COVID-19? Bagaimana Ombudsman merespons faktor penghambat 
tersebut? 

 

45. Apakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan sudah 
lebih baik? Bagaimana upaya Ombudsman untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat? 
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Lampiran 2 

Transkrip Wawancara Komisioner Ombudsman RI 

Bpk. Hery Susanto, S.Pi., M.Si 

Tino : Bismillahirrohmanirrohim saat ini tanggal 27 juli Tahun 2022 
saya Tino Rahardian bersama Komisioner Ombudsman 
Republik Indonesia bapak Hery Susanto, S.Pi., M.Si akan 
melakukan wawancara untuk mendapatkan data-data dan 
informasi terkait judul skripsi yang saya buat tentang 
pengawasan di masa pandemi covid-19 terkait bantuan sosial 
di Kementerian Sosial Republik Indonesia. khusus 
mendiskusikan tentang respon cepat ombusman 
Assalamualaikum Pak Hery Susanto mohon izin ada beberapa 
hal yang ingin saya diskusikan terkait pengawasan yang 
dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia saya 
mengajukan teori pengawasan dari Stephen P. Robbins dan 
Mary Coulter ada 4 dimensi pengawasan yang dilakukan oleh 
Robbins dan Coulter, pertama adalah standar penetapan 
standar, kedua pengukuran, ketiga perbandingan, keempat 
pengambilan tindakan atau action dari 4 dimensi itu kami 
ingin memeriksa Bagaimana kualitas pengawasan yang 
dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia khususnya di 
masa pandemi covid-19. 

Selain undang-undang nomor 37 tahun 2008 dan undang-
undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 
Apakah ada peraturan atau perundang-undangan lain yang 
melandasi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia? 

Hery Susanto : secara prinsip regulasi yang membekali ombusman dalam 
melakukan undang-undang nomor 25 tahun 2009 turunannya 
ada peraturan pemerintah terkait dengan struktur sumber daya 
manusia dari tugas dan kewenangan itu lagian juga ada 
peraturan Ombudsman. Itu dari sisi regulasi ya dari sisi 
struktur dan sumber daya manusia jumlahnya 9 orang 9 orang 
itu dibagi dalam struktur ada ketua wakil ketua dan 7 orang 
anggota ketua dan wakil ketua ini Serta anggota itu dibagi 
tugas Pengampuan ketua itu ada tugas Pengampuan terkait 
dengan ketua dan wakil ya terkait dengan resolusi monitoring 
terus manajemen mutu kemudian pencegahan dan pengaduan 
masyarakat dari sisi 7 anggota lainnya itu dibagi ke dalam 
sektor dan turunan dari sektor itu yaitu substansi dari 4 sektor 
ini di kaitkan dengan kabinet Menko kemenkop kemenko 
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Perekonomian kemenko investasi dan kemenko PMK 
pembangunan manusia dan kebudayaan jadi mengikuti 
nomenklatur kabinet ya bukan pengampu itu dalam konteks 
sektor-sektor dibuat nomenklaturnya sesuai dengan 4 Menko 
yang ada di pemerintahan Joko Widodo ya tujuannya. Apa 
tujuannya mensinergikan mengkoordinasikan? salah satu 
sektor itu ya nanti akan di kaitkan dengan substansinya 
Soalnya di polhukam. ada substansi terkait dengan hukum 
perundang-undangan nanti masuknya ke ranah Kementerian 
Hukum dan HAM Kapolri  

perumahan rakyat atau kreditnya kah atau di bidang 
perekonomian? Di mana prestasi bisanya kaitan dengan 
pertambangan nanti? turunan teknisnya ada di substansi 
Minerba ketenagalistrikan kemaritiman prestasi pada substansi 
kelistrikan yang ada penanganan yaitu melalui BBM yang 
bernama PLN PLN akan di Arahkan ke pendekatan sektor dan 
substantif saya di kemaritiman investasi ada 7 Kementerian 
yang diawasi disitu 7 Mitra pariwisata dan Perhubungan  

KKP itu-itu Kementerian lembaganya dalam konteks keluasan 
struktural pemerintahan dalam konteks kedalamannya di situ 
kan ada pemda-pemda yang tiap 7 pimpinan tadi ada lima 
memerintah di kali jumpa jumlah provinsi di bagikan surat ada 
yang 4 ada yang 5 ya. kedalaman struktur pemerintahan 
daerahnya kabupaten kota mengikuti Yanti lagi bukan di level 
badan usaha itu ada remotenya BBM mana yang ada di 
Pengampuan saya ada Pertamina PLN Antam 7 substansi yang 
terkait dengan tugas Kementerian tadi Kementerian Jadi 
kedalamannya dalam jadi pelayan publik 1 Pengampuan itu 
tidak saja luas tapi juga dalam. 

dari urusan a sampai z lah ya dari situ kemudian yang mana 
setiap minggunya itu kita minimal ya menggelar pleno.  

apa untuk merespon Laporan masyarakat yang masuk 
laporannya kaitanya apa saja ya kan ada daftarnya tuh nanti 
Bidang saya untuk diterima sebagai sebuah laporan 
masyarakat yang bisa ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan 
sampai ke pemeriksaan ke pihak pelapor pelapor sampai saksi 
ahli sama pihak terkait mekanisme apa yang akan digunakan 
ditugaskan di pleno?  

intinya keputusan diterima tidaknya lanjut di pleno tindak 
lanjutnya di Pengampuan dengan dibantu oleh asisten utama 
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masing-masing saya kasus terutama 5 habis itu nanti ada 
sejumlah asisten yang membantu saya dalam Menindaklanjuti 
Laporan masyarakat yang diterima kembali 

Tino : kembali ke standar organisasi dengan 34 kantor perwakilan 
sedangkan kedalaman tadi yang disampaikan Pak Heri biar 
sudah luas dan dalam apakah cukup pak dengan struktur 
organisasi dengan hanya 34 kantor perwakilan? 

Hery : kurang tapi kan ini lagi lagi terkait dengan dukungan anggaran 
tapi memungkinkan untuk memperluas berikut dapat 
membentuk sampai kabupaten kota tapi kata dapat Ini kan 
harus ditindaklanjuti ke level teknis dari segi anggaran APBD 
juga ya sifatnya sentralistik itu kalau dari dialek kurang tapi 
ya nampaknya memerintahkan.  

Betul untuk menutupi kelemahan itu maka ombus tentu 
dibekali lagi tugas itu tidak saja menerima memeriksa dan 
menyelesaikan laporan mandi juga membangun koordinasi 
kerja sama dan jaringan kerja kerja dengan multi stakeholder 
upaya kamu untuk melengkapi kekurangan yang ada karena 
tanpa berkolaborasi dengan musisi folder Agustus sulit 
bekerja sendiri jaringan kerja itu baik di internal pemerintahan 
ataupun eksternal pemerintahan masyarakat akan membantu 
saya metode yang disebut sebagai epicentrum gak di tengah ke 
dalam kontak pengawasan  

yang mengitari yang ada di sekitarmu sebagai itu pertama 
pemerintah baik pusat maupun daerah ini kemudian Kemudian 
DPRD DPR RI parlemen, ya kemudian kampus ormas LSM 
dan terakhir kelompok bisnis bisa masuk web yang 
menggunakan APBN dan APBD peraturan semacam itu di 
internal  

kalau secara makro ada di undang-undang diatur dalam 
tugasnya yaitu membangun koordinasi kerjasama dan jaringan 
kerja turunannya di pencegahan maladministrasi  

tapi sebenarnya punya 34 wakil tahulah ada yang 20 dan 25 ya 
satu kali lagi ini saya lagi cari dia aja mau pulang karena 
praktek komputer udah sampai ke desa desa Babakan RT RW 
dana desa Jaya Tapi karena tadi langkah kita juga dibatasi 
oleh faktor anggaran nggak ada ini hal yang tidak mungkin 
bisa dilakukan tanpa kerjasama makanya Meskipun tidak 
punya kantor sampai ke tempat berbuka dengan itu akhirnya 
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jadi lebih dipaksa untuk efektif efisien begitu ya Pak karena 
itu satu-satunya cara di tengah indahnya daya dukung struktur.  

banyak PR ya PR PR Laporan masyarakat nggak mungkin 
Selesaikan sendiri harus datang royong harus bersama-sama.  

Tino : Pak Heri menyinggung anggaran ini kan saya lihat di laporan 
tahunan anggaran Ombudsman rutin tiap tahun bikin laporan-
laporan terbuka itu keren ya kan naik terus nih pak. Pagu 
anggarannya tapi di tahun 2020 itu anjlok turun itu 
berpengaruh dampaknya. Bagaimana buat penyelesaian 
laporan laporan dan kualitas pengawasan Apakah tetap 
berjalan sebagaimana mestinya atau mengalami penurunan 
titik  

Hery : Salah satu ya memang misalnya laporan formil apabila bukan 
kayak kasih-kasih berat saya berada dalam artian saya izin kan 
nggak mungkin pakai WhatsApp ya mungkin pakai SMS 
pakai email-email mungkin tapi dokumennya enggak 
barangkali sangat terbatas ya ngasih laporan laporan formal 
itu. masih diterima dalam bentuk fisik yang selain email apa 
itu masih bisa terima dengan standarisasi menyesuaikan 
proses sayang kasus-kasus tertentu yang berat dalam artian 
berat itu menyangkut persoalan besar Apa itu  

tidak mungkin disampaikan secara simpel lewat SMS singkat 
ke WhatsApp tapi itu harus menggunakan dokumen formil 
legalitas termasuk dokumen-dokumen laporan itu yang 
memungkinkan masih di bumi secara Hardcopy Adapun tadi 
itu biasanya kelompok Menengah Atas yang mampu membuat 
laporan formal begitu ini bisa sewa layer konsultan membuat 
kuasa hukum. Bagaimana ada kasus yang menengah kebawah 
yang kebanyakan masih gaptek masih belum berani melapor 
atau banyak keterbatasan lah melapor buat laporan lapor aja 
mungkin nggak berani di sini kami akhirnya menciptakan satu 
metode namanya respon Cepat sembuh ya WhatsApp atau 
SMS ya hanya  

Peristiwa yang dialami apa harapannya? identitas KTP nomor 
HP  

Tino : Bisa dijelaskan soal rco dan prosedurnya bagaimana itu pak? 

Hery : RCO ini untuk kasus-kasus yang darurat yang mengancam 
keselamatan jiwa dan hak hidup ya. Kondisi itu kan tidak 
mungkin menyampaikannya dengan surat-menyurat. waktu 
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kan cepat itu pakai WhatsApp atau SMS tapi kita tidak yang 
membatasi pada percobaan yang darurat mengancam 
keselamatan jiwa dan hak hidup masyarakat seperti BPJS 
datang. ada masyarakat mau klaim karena sakit tidak berapa 
pelayanan rumah sakit itu karena iritasi pakai BPJS Kalau dia 
suruh buat surat lama makan waktu kalau kondisinya 
WhatsApp nanti laporan itu dikirim oleh kami kami lagi lapor 
dalam BPJS kesehatan atau ambilnya atau asapnya dan 
mereka setiap pelapor itu wajib undang-undang mau liat. kami 
akan menunggu respon tindakan lebih lanjut dari data terlapor 
biasanya nggak ada yang respon atau respons selama pandemi 
covid Kemarin saya melihat data itu naik tinggi apa yang 
melandasi ombusman sehingga jumlah RT di masa pandemi 
kok soal bantuan sosial lainnya kan banyak bisa PPDB 
pendidikan karena darurat nggak mau makan tapi bahan baku 
Nggak ada satu sarana yang memang bisa ditindaklanjuti 
secara cepat melalui WhatsApp yang lain DPO 26 dan 
diperbarui jadi Pho 48 terkait tercecer di situ tidak 
menjelaskan tentang struktur organisasi RT di mana Pak Heri 
bisa menjelaskan struktur itu  

level keasistenan utama pengaduan masyarakat tapi yang pada 
masyarakat itu akan mendistribusikan laporan dalam bentuk 
itu ke tiap unit-unit Susanti yang ada di ke-1 sampai ke-7 pada 
tuh susah dia kalau bisa kan bantu Berarti ada di tahun 6 tahun 
kalau pakai listrik ada 3 unit mah kalau terkait pemeriksaan 1  

Iya karena banyak kejadian luar biasa di lapangan masyarakat 
banyak yang di PHK dalam pekerjaan banyak yang bangkrut 
menciptakan kegalauan di sana-sini dan tindakan dalam 
masyarakat yang tahu ada karena mereka  

responsif mengirimkan laporannya lewat banyak sekali 
testimoni yang apa mengapresiasi Ya kinerja ombusman 
khususnya memang program mekanisme RC karena publik 
menjadi merasa di diapresiasi diperhatikan dilindungi oleh 
negara dalam hal ini Om Busman Jadi sebenarnya  

Apa namanya? RCO itu melekat di seluruh komisioner 
masing-masing komisioner bisa melakukan sesuai dengan 
substansi nya gitu ya butuh personil atau butuh tools tersendiri 
untuk melaksanakan pengaduan masyarakat yang merespon 
pertama kali nanti mereka akan mendistribusikan asisten 
terkait di kasih sesuatu yang beda lagi ke TV  
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Tino : yang paling banyak maladministrasi dalam hal bantuan sosial 
itu bentuknya seperti apa Pak Heri? Apakah isi paket tidak 
sesuai, atau pakai data lama yang sudah tidak tepat sasaran ? 

Hery : ada sekitar 10 jenis maladmnistrasi kan ya klo tdk salah. tidak 
kompeten dan berlarut ada 10 terlapornya Kementerian Sosial 
termasuk dinas Dinas Sosial itu file lapor lapor nya 
Mengetahui terkait sumber bagus dari manareaksi terlapor saat 
dimediasi oleh ombusman Seperti apa ya Apakah menjalankan 
semua rekomendasi dari Ombudsman Waktunya beda-beda 
tapi itu tergantung dari kompleksitas persoalan.  

Apa namanya? pada saat awal-awal saya menjabat ada sekitar 
hampir 300 pekerja yang di PHK Iya. menggugat ke 
pengadilan hubungan industrial makan kotak kalau kasus udah 
masuk ke ranah peradilan umum nggak bisa ini lagi karena itu 
sudah ranah. Fadilah kita bukan di Rancaekek tutorial. Kalau 
waktu itu ada pekerja datang bawa keinginan demikian soal 
kasus katanya kalau nggak bisa karena kamu udah dicek kasus 
hukum peradilan menawarkan ada keperluan lain dia bisanya 
kartu BPJS Pak bpjs-nya.  

tahu tapi ini kan menyulitkan bagi muka mereka nggak punya 
duit. Emang bisa pakai BPJS tapi ketika mereka beralih 
menjadi peserta Mandiri gak bisa di lock system perusahaan 
yang tempat dia bernaung sebelumnya.  

oleh karena Saya tawarkan mereka karena ini lebih jauh jadi 
penting bukan PHK tidak penting kasus PHK nya ya karena 
dia ini keluarganya pasti ada saja mengalami sakit kematian 
makanya harus saya bilang jangan masuk ke ranah hukum nya 
udah ada masuk hak terhadap jaminan kesehatan nasional.  

Mereka Ya sudah bikin laporan kita sampaikan Memang agak 
pelik penyelesaiannya selama berbulan-bulan juga oleh karena 
mereka harus apa-apa BPJS Kesehatan melepas status 
keanggotaan karyawan-karyawannya pada satunya belum 
dicabut jadi masih ganteng lah.  

Kalau bayar mereka nggak punya duit ini kita tawarkan itu 
PBB serta bantuan iuran dari pemerintah lama itu walhasil 
lewat pendekatan ke Kementerian Kesehatan Kementerian 
Sosial lalu ke BPJS Kesehatan sendiri akhirnya mereka cair 
kalau mau aktif lagi dan dikembalikan pemerintah untuk 
dibayar yang bayar pemerintah.  
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itu contoh Yang kita jalani dalam penanganan di sektor 
kesehatan ya tadi di sektor Ketenagakerjaan misalnya BPJS 
Naker di PHK sulit nggak ngerti mau fisik dibatasin tanya 
online sama juga juga dan banyak capek akhirnya memicu 
lahirnya para kalo calo pengurusan play jadi artinya 
Ombudsman menemukan penyimpangan ketika tidak sesuai 
dengan standar peraturan yang dibuat oleh Kementerian 
masing-masing itu yang dilakukan membandingkannya itu ya 
dasar hukum undang-undang itu kan disebutkan  

penyelenggara pelayanan publik sekurang-kurangnya harus 
melaksanakan standar pelayanan minimum seperti 
pengelolaan pengaduan informasi konsultasi edukasi lainlah 
ada beberapa aspek yang harus dipenuhi  

itu dasar pengawasan kita ketika elemen-elemen tadi tidak 
dipenuhinya negara-negara itu baru pulang lo minta pelayanan 
prima itu barusan dikurangi lagi kurang pengawasan 

Tino : kualitas pengawasan juga tergantung juga dari sumber daya 
manusia dari karyawan-karyawan apa yang digunakan 
ombusman untuk standar apa yang dipakai oleh ombusman 
kepada kinerja karyawan karyawannya Pak Heri? 

Hery : ya pertama kan dari laporan yang masuk dan Sebelumnya kan 
di tahun pertama itu kita sudah merumuskan berapa target 
laporan  

perwakilan laporan dan laporan itu kayak gitu bukan mencari-
cari itu datang sendiri itu di tengah masyarakat banyak yang 
tahu serasi Dan Bawang Putih  

Saya tidak sampai dengan sekarang ini masih banyak laporan 
gitu mah bisa kelingkingan juga itu jadi targetnya itu. sekian 
misalnya sekian ratus laporan masuk harus terselesaikan 
minimal 70% 80% begitu waktu laporan berat dan ringan itu 
ya standar waktu dan standar jumlah penyelesaiannya ya 

Tino : Terkait partisipasi masyarakat terhadap pelaporan saya 
kemarin melihat laporan dari tahun 2021 melihat partisipasi 
masyarakat dalam bentuk laporan tuh tinggi ya jadi 
masyarakat sepertinya saat ini ada fenomena menarik buat kita 
bawa ombusman semakin dikenal oleh masyarakat masyarakat 
mulai berani untuk membuat laporan-laporan gimana 
pandangan dari temen-temen komisioner terhadap partisipasi 
publik yang mulai meningkat nih untuk mengadukan soal 
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pelayanan publik. 

Hery : Ya semua terpulang dari tingkat pengetahuan masyarakat adat 
malamin serasi dengan Risman yang menurut kami harus jadi 
masih minim makanya kami literasi itu satu yang kedua kami 
juga membangun koordinasi kerjasama dan jaringan kerja. 6 
elemen itu sama ya masyarakat ormas LSM kampus dan pers 
itu sebagai basis bagi ombusman dalam merespon atau 
mendorong masyarakat untuk  

Awasi tegur laporkan jadi memang ada upaya juga dari 
Ombudsman untuk meningkatkan partisipasi publik untuk 
membuat laporan Ya karena memang tanpa laporan-laporan 
Bapaknya pengaduan yang paling terakhir paling terakhir 

Tino : Tino: Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan faktor-
faktor apa saja yang yang menyulitkan bagi Ombudsman 
dalam pelaksanaan pengawasan selama ini? 

Hery : Hery: Saya mulai dari yang menyulitkan mula itu tentu ini 
nggak lepas kaitannya dengan sistem anggaran, SDM, dan 
organisasi yang baru sampai provinsi ya.  

klasik yang dialami oleh lembaga negara Ya Ketika partisipasi 
masyarakat naik dari situlah peluang untuk menjalankan tugas 
pengawasan eksternal dalam konteks membangun kerjasama 
dan jaringan kerja. Karena disitulah tugas paling dasar dari 
ombudsman yaitu untuk mencegah terjadinya maladministrasi, 
meski pun itu sulit ya, tapi penting dukungan masyarakat. 

bahwa tidak bisa dicegah yang pada akhirnya menimbulkan 
banyak konsekuensi terhadap peningkatan laporan ya kita 
terima juga ya diterima diperiksa dan diselesaikan oleh pihak 
terlapor struktur organisasi anggaran dan itu yang menyulitkan 
yang terbatas tapi apapun itu kan kita nggak boleh Suhud 
dalam melakukan aktivitas karena tadi kan dengan 
keterbatasan yang ada tetap ada squishy terbagus untuk 
membangun Organisasi kerjasama dan jaringan kerja enggak 
ada cara lain mengurangi PR PR persoalan pelayanan publik 
di lapangan itu kalau tanpa membangun koordinasi bersama 
tadi ya masyarakat itu adalah bagian dari  

Apa itu namanya? perisai dalam respon dinamika dinamika 
pelayanan publik di Lapangan Merdeka banyak paket malam 
serasi ya kita dorong masyarakat untuk ngerti dulu manusia 
ketika sudah tahu kalau kita motivasi untuk berani Teguh 
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awasi tegur laporkan  

Terutama dari pihak kampus yang kita harapkan sebagai 
lokomotif, sebagai mata air bangsa yang punya idealisme. 
Mereka juga yang turut membantu memberikan pencerahan 
kepada masyarakat, makanya ombusman rajin melakukan 
kerja sama kepada kampus selain itu juga dengan pemerintah 
penyelenggara sendiri karena jangan sampai masyarakat yang 
sudah berani lapor tapi pihak terlapor yang notabene 
kebanyakan ini malah lelet gitu loh kan akhirnya berpengaruh 
pada tingkat kepuasan masyarakat juga khususnya dalam 
penyelesaian laporan. 

Dalam kurun waktu ke belakang ini kami tidak lagi menunggu 
waktu kita datangi langsung turun. Biasanya kita suka hati 
Panggil kadang-kadang lambat ada-ada hadir cuma formalitas. 
ndak bawa penyelesaian masalah. 

pemberian itu juga merupakan satu upaya dari ombusman ya 
motivasi kepada negara agar patuh ada upaya perbaikan 
perbaikan karena yang masuk zona merah kuning atau hijau 
tapi nggak masuk 10 besar di akan berlomba-lomba, ini faktor 
yang mendukung. Pemahaman masyarakat terhadap 
Ombudsman itu memang sudah mulai tinggi sekitar persen 
40% yang paham ombudsman. Itu survei dari saudara Usman. 
Tapi kalau surveinya dari kampus Unas mungkin surveinya 
bisa lebih rendah lagi, makanya ini jangan jd patokan jumawa 
ya. Seharusnya survei nya di pabrik gitu lho. Pasti di sana 
banyak yang tidak kenal Ombudsman. Contoh di tempat 
daerah asal saya banyak belum kenal tuh ombudsman. Ada 
anggota DPR ada yg salah ucap ombudsman jadi omnibus 

Tino : Tino: Terima kasih Pak Heri Susanto anggota Komisioner 
Ombudsman Republik Indonesia yang telah meluangkan 
waktu untuk saya untuk saya melakukan wawancara. Sudah 
hampir 40 menit wawancara ini saya lakukan bersama dengan 
Pak Heri Saya lagi terima kasih. wassalamualaikum 
warahmatullahi wabarakatuh 
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Lampiran 3 

Foto-Foto Dokumentasi 

 
Keterangan: Foto Bersama Komisioner Ombudsman RI Bpk. Hery Susanto 

 

 

 

Keterangan: Tampak Samping. Foto Ruangan Kerja Komisioner Ombudsman RI 

Bpk. Hery Susanto 
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Keterangan: Tampak Depan. Foto Ruangan Kerja Komisioner Ombudsman RI 

Bpk. Hery Susanto 

 

 

 

Keterangan: Tangkapan layar saat wancara via zoom bersama Kepala Keasistenan Utama 

Pengaduan Masyarakat, Bpk. Patnuaji Agus Indrarto, SS 
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Keterangan: Tangkapan layar saat wancara via zoom bersama Ibu Santi, Staf Keasistenan Utama 
Pengaduan Masyarakat 

 

 

 

Keterangan: Tangkapan layar saat wawancara via zoom bersama Bpk. Parjan, Staf Kesekjenan 
Ombudsman RI 
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